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BAB V 

 

PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

 

1. Kedudukan Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam adalah perkawinan 

yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan Menurut 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu dari sudut pandang hukum yang berlaku 

di Indonesia, kawin sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974. Pasal 4 

dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di 

samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama( rukun dan 

syaratnya), juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, 

dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, kawin sirri adalah perkawinan 

yang tidak mempunyai kekuatan hukum.Mereka tidak memperoleh perlindungan 

dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. 

Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan. 

2. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif 

Hukum Islam yaitu dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang 

mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar 

memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah 

anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.Ketentuan Hukum Pasal 43 ayat 

(1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasca Putusan MahkamahKonstitusi 
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Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974, membuka peluang bagi anak luar kawin untuk dapat mempunyai 

hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Pasal tersebut yang semula 

berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, harus yang dibaca, 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau 

alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 

perdata dengan keluarga ayahnya”. 

5.2  Saran 

Di harapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di gorontalo, 

jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Mengingat 

dampakperkawinan sirri begitu luas maka harus ada upaya dari berbagai pihak baik dari 

pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama, perangkat desa, aparat 

KUA, dan lain-lain.untuk dapat mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah 

secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum dan 

melakukan cara-cara preventif dan persuasive dengan aturan yang mendidik serta 

melindungi berbagai kepentingan masyarakat.  
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